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Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pqiak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2O2t tentang Harmonisasi Peraturan Perpqiakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 67361;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEI{YESUAIAN
PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pdak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewqiiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

4. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.
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5, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek
pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian
Tahun Pajak.

7. Badan Pengelola Keuangan Haji adalah lembaga yang
melakukan pengelolaan keuangan haji.

8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah sejumlah dana
yang harus dibayar oleh warga negara yang akan
menunaikan ibadah haji.

9. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
sejumlah dana yang han's dibayar oleh warga negara yang
akan menunaikan ibadah haji khusus.

10. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha adalah prinsip
yang berlaku di dalam praktik bisnis yang sehat yang
dilakukan sebagaimana transaksi independen.

11. Harga Transfer adalah harga dalam transaksi yang
dipengamhi hubungan istimewa.

12. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau
perseroan yang melakukan penawaran umum saham
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal.

13. Wajib Pajak Perseroan Terbuka adalah Wajib P4jak badan
dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

14. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja berdasarkan perjanjian, kontrak, atau kesepakatan
kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk
melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau
kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang
dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian
pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi
kerja, termasuk orang pribadi yang mela-lmkan pekedaan
dalam sektor pemerintahan.
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a. memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahltan,
teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan
dengan:

1. sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga
yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia
atau pemerintah negara asal tenaga keda asing;

2. ijazah pendidikan; dan/atau
3. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun,

di bidang ilmu atau bidang kerja yang sesuai dengan
bidang keahlian tersebut; dan

b. memiliki kewajiban untuk melakukan alih
pengetahuan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan Pajak Penghasilan
bagi warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

PENGECUALTAN DARI OBJEK

PAJAK PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Hibah, Bantuan, atau Sumbangan

Pasal 6

(l) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan, atau sumbangan merupakan objek Pajak
Penghasilan bagi pihak pemberi.

(21 Dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang:

a. hibah, bantuan, atau sumbangan diberikan kepada:
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1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat;

2. badan keagamaan;

3. badan pendidikan;

4. badan sosial termasuk yayasan;

5. koperasi; atau

6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil; dan

b. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang
bersangkutan.

(3) Ketentuanmengenai:

a. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a
angka L merupakan orang tua kandung dan anak
kandung;

b. badan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a angka 2 merupakan badan yang tidak
mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya
mengurus tempat ibadah dan/atau
menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan;

c. badan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a angka 3 merupakan badan yang tidak
mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya
menyelenggarakan pendidikan;

d. badan sosial termasuk yayasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a angka 4 merupakan
badan yang tidak mencari keuntungan dengan
kegiatan utamanya menyelenggarakan:

1. pemeliharaankesehatan;

2. pemeliharaan orang lanjut usia atau panti
jompo;

3. pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu dan
penyandang disabilitas;
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4. penanganan ketunaan sosial, ketelanta.ran, dan
penyimpangan perilaku;

5. santunan dan/atau pertolongan kepada korban
bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;

6. pemberian beasiswa; dan/atau
7. pelestarian lingkungan hidup;

e. koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurrf
a angka 5 merupakan badan sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan di bidang
perkoperasian; atau

f. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan
kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurlf a
angka 6 merupakan orang pribadi yang memiliki dan
menjalankan usaha produktif yang memenuhi
kriteria:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp5OO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau

2. memiliki peredaran usaha setahun sampai
dengan Rp2.5OO.OO0.0OO,O0 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

(4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penghitungan
atas keunturrgan karena pengalihan harta sebagaimana
dimaksud pada ayat (21diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Harta hibahan dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan
sepanjang:

a. diterima oleh:

1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat;

2. badan keagamaan;

3. badan pendidikan;
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4. badan sosial termasuk yayasan;

5. koperasi; atau

6. orang pribadi yang menjalankan usaha mikro
dan kecil,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3); dan

b. tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak yang
bersangkutan.

(21 Harta hibahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berbentuk uang atau barang.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penghitungan
atas harta hibahan yang berbentuk barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Bantuan atau Santunan yang Dibayarkan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada

Wajib Pajak Tertentu

Pasal 8

(1) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak
tertentu dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

l2l Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan:

a. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang tidak
mampu;

b. Wajib Pajak atau anggota masyarakat yang
mengalami bencana alam; dan/atau

c. Wajib Pajak atau anggota masyarakat tertimpa
musibah.

(3) Ketentuan. . .

SK No 156713 A



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

_ 10_

(3) Ketentuan mengenai bantuan atau santunan yang
dibayarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada
Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari objek Pqiak
Penghasilan sebagaim€rna dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pengecualian Pajak Penghasilan atas

Dividen atau Penghasilan Lain

Pasal 9

(U Penghasilan berupa:

a. dividen yang berasal dari dalam negeri atau dividen
yang berasal dari luar negeri; atau

b. penghasilan lain berupa penghasilan setelah pajak
dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan
penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk
usaha tetap,

yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari
objek Pajak Penghasilan.

(21 Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun f a
dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak:

1. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen
tersebut diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka
waktu tertentu; dan/atau

2. badan dalam negeri;

b. dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang
diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung
kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;

c. dividen...
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dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam huruf b merupakan:

1. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha
di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di
bursa efek; atau

2. dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha
di luar negeri yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan
proporsi kepemilikan saham;

dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di
luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa
efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1

dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sebesar
dividen yang diinvestasikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
tertentu;

dalam hal dividen yang dibagikan berasal dari badan
usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan
di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam huruf d
diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia kurang dari dividen yang diterima atau
diperoleh Wqiib Pajak, berlaku ketentuan:

1. atas dividen yang diinvestasikan tersebut,
dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
dan

2. atas selisih dari dividen yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak dikurangi dengan dividen
yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud
dalam angka 1 dikenai Pajak Penghasilan;

selain memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, dividen yang dibagikan
berasal dari badan usaha di luar negeri yang
sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek
sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 harus:

1. diinvestasikan paling rendah 30olo (tiga puluh
persen) dari laba setelah pajak; atau

d

e.

f.
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